
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, 

Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) 

Volume 1, No. 3, Maret  2023 
ISSN 2985-4202 (media online) 
Hal 82-89 

 

Mita Sri RM | https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin   | Page 82  

 

Penerapan Prinsip Restorative Justice Terkait Upaya 

Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Mita Sri Rejeki Mutmainah1 , Amanda Azolla Prameswari1 

1Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung 

Email: mhyt.sd@gmail.com, amandaazola3@gmail.com  

Abstrak-Negara Indonesia tidak pernah terlepas dari peraturan yang sudah ada, mengingat bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara hukum maka segala tindakan yang dilakukan merujuk pada hukum yang berlaku. Problematika suatu 

hukum tersebut terletak pada tatacara penerapan hukum dan pengimplementasian hukum tersebut,dalam 

perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia,baik korban dan pelaku tindak pidana memliki hak untuk 
dilindungi, untuk itu sebuah aturan hukum telah ditetapkan terhadap tindakan kenakalan anak itu sendiri yang 

dianggap melanggar aturan yang berlaku. Kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan 

masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Anak 

berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan 
orang dewasa, sehingga anak yang melakukan kenakalan perlu ditangani secara khusus. Oleh karena itu, perlakuan 

terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Perlindungan Anak pada 

kenyataannya masih banyak yang belum mengakomodir prinsip-prinsip instrument internasional. Pada pengadilan 

anak masih ditemukan pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan 

hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun l997 tentang 

Pengadilan Anak belum mengakomodasi prinsip the best interest of the child dalam sistem peradilan pidana anak, 

sehingga secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan terhadap anak. 
Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak 

menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip the best interest of the child antara 

lain dengan menitik beratkan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum melalui tindakan diversi dengan 

mengedepankan pendekatan restorative justice. Kebijakan aplikasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan 
dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menyangkut masalah substansial, struktural dan kultural. 

Paradigma sistem peradilan yang retributif masih menjadi ide dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997.  

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Restorative Justice, Diversi, Kenakalan, Kejahatan, Pengadilan 

 
Abstrak-The State of Indonesia has never been separated from existing regulations, bearing in mind that the State 

of Indonesia is a state of law, so all actions taken refer to applicable law. The problem of a law lies in the procedures 

for applying the law and implementing the law, in the legal protection of children in Indonesia, both victims and 

perpetrators of criminal acts have the right to be protected, for this reason a legal rule has been established for acts 
of child delinquency itself which are considered to violate the rules. applicable. Child delinquency is an anti-social 

act that can unsettle the community, but this is recognized as a general phenomenon that must be accepted as a 

social fact. Children based on physical, mental and social development have a weak position compared to adults, 

so children who commit delinquency need special handling. Therefore, the treatment of naughty children should be 
different from the treatment of adults. Child Protection in fact there are still many who have not accommodated the 

principles of international instruments. At the juvenile court, violations of children's rights are still found in the 

handling of children who are in conflict with the law. The results of the study show that the policy formulation for 

the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system in Indonesia is regulated in Law no. 
3 of 1997 concerning Juvenile Courts has not yet accommodated the principle of the best interest of the child in the 

juvenile justice system, so that normatively at the formulation level it does not yet reflect the basic idea of child 

protection. Formulation studies on the protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system 

according to Law Number 11 of 2012 have accommodated the principle of the best interest of the child, among 
others, by emphasizing the handling of children who have problems with the law through diversion by prioritizing 

a restorative justice approach . The application policy for the protection of children in conflict with the law in the 

juvenile justice system concerns substantial, structural and cultural issues. The retributive justice system paradigm 

is still an idea in Law No. 3 of 1997. 
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1. PENDAHULUAN 

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak 

berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah 

penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat 

Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk 

manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap 

anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun 

sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang 

pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian 

dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri 

tegar dalam meniti kehidupan. Selain itu, karena anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki 

kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, 

memelihara dan mengamankan anak, bahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The 

Child) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-

jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana.1 

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat 

ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice). Tujuan penyelenggaraan sistem 

peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi 

anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran 

bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku 

tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan 

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 

kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. 

Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan 

tersebut. 

Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan 

anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah 

perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal 

yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana.2 Oleh karenanya, diperlukan peran dari 

orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat 

penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat 

dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak 

di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi 

alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal yang dapat 

berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi 

terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau 

menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua 

masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif 

bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan 

mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan restorative justice. Upaya 

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan 

kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan 

 
1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Presindo, 1989, hlm. 35. 
2 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jurnal Simbur 
Cahaya Nomor 27 Tahun 2005, hlm. 24. 
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melibatkan sumber daya masyarakat, selain itu juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak 

yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.3 Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana penerapan 

restorative justice di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, apakah sudah terlaksana dengan 

baik atau bahkan sebaliknya? 

2. METODE PENELITIAN 

a. Metode Pendekatan 

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis 

Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber 

data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder 

mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada 

masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia. 

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti 

akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 

jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan 

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dalam hal kasus tindak pidana 

oleh anak. 

b. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data 

yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, 

pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua 

data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data 

dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran 

dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. 

Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan 

diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang 

diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. 

 

3. PEMBAHASAN 

a.  Diskursus PeradilanAnak 

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis, peradilan merupakan suatu lembaga 

kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan juga 

disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang 

berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut meliputi 

peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk 

 
3 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja 1983), hlm. 40. 
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memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara 

tertib dan tenteram. 

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, peradilan adalah 

suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu 

badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun 

dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah eigenrichting 

(premanisme).4 Penggunaan kata anak dalam terminologi peradilan anak menunjukkan batasan atas 

perkara yang ditangani, yakni hanya perkara anak saja. Pengadilan anak meliputi segala aktivitas 

pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, sehingga proses memberi 

keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan atau institusi peradilan tersebut juga 

harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.  

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Peradilan Anak yang mempunyai karakteristik tersendiri 

dan perbedaan dalam banyak hal, terutama memperlakukan anak ketika berhadapan dengan hukum (baik 

sebagai korban, pelaku maupun saksi), tentu dilihat sebagai sebuah pengkhususan dari Sistem Peradilan 

pada umumnya. Pernyataan demikian didukung dengan rumusan kualifikasi tindak pidana yang sama 

jenisnya dengan orang dewasa yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

namun proses peradilan dan sanksi yang didapatkan tentu saja berbeda. Suwantji Sisworahardjo 

mengemukakan hal yang sama, bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan 

berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.5 Hal tersebut juga tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, maka 

secara sistematika hukum (recht sistematisch) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak 

boleh, sebagai berikut:6 

1. Melampaui kompetensi absolut (Absolute competencies) Badan Peradilan Umum. 

2. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut 

lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama. 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, 

yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan 

Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai 

tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi yang 

mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut. 

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan 

hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang 

peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 

berganti menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat 

beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 

2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya 

adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem 

Peradilan Pidana yang Terpadu (integrated criminal justice sistem) atau juga bisa jadi pemunduran 

terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh bahwa 

Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undangundang atau substansi 

hukum (legal substance reform), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan 

 
4 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia   (Bandung: Mandar Maju, 1997). Hlm. 51. 
5 Suwantji Sisworahardjo, “Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana,” dalam Hukum Dan Hak-
Hak Anak, Op. Cit. Hlm. 25. 
6 Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia. Hlm. 57. 
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struktur hukum (legal structure reform) dan pembaruan budaya hukum (legal culture reform) yang 

termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (legal ethic and legal 

science/education reform).7 

b. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya 

saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). 

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. 

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan 

memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.8 Rumusan diversi bahkan 

diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradialn Pidana Anak. 

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak 

berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak 

di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan 

perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan restorative justice. Putusan 

demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan rumusan Beijing Rules Butir 11.1 yang menetapkan bahwa 

pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model 

restorative justice dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice 

dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan 

perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas: 

1. Kepentingan terbaik bagia anak adalah prioritas. 

2. Peradilan pidana sebisa mungkin disindarkan. 

3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan. 

4. Polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin dengan menggunakan 

cara kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak. 

5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius 

terhadap anak atau orang lain. 

6. Bantuan hukum harus segera di berikan tanpa biaya. 

Pada dasarnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, 

dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative 

justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan 

pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang 

menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali atau 

bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal 

tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang 

mengatur tentang restorative justice. Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran 

yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan 

pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada 

sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu 

kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.  

 
7 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, 2010. Hlm.6 
8 Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal,” Jurnal RechtsVinding Online 
(Jakarta, 2016). Hlm. 1. 
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Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan 

korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung 

antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, 

mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu 

penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk 

mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari 

tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat 

turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka 

dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi 

(mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian 

perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle 

dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja 

(working principles) sebagai berikut: 

1. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung): Tugas mediator adalah membuat 

para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses 

komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik 

interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi. 

2. Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozessorientierung): Mediasi penal lebih 

berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan 

kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, 

dsb. 

3.   Proses informal (Informal Proceedings/Informalität): Mediasi penal merupakan suatu proses 

yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. 

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak-pihak (Active and autonomous participation/ 

Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek 

dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab 

pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.9 

Tentu saja, tahapan atau proses yang dikemukakan di atas tidak akan berjalan maksimal apabila 

penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak sebagaimana tujuan 

dari pendekatan restorative justice, dikarenakan belum adanya kesepahaman serta penyatuan visi atau 

tujuan dari pendekatan restorative justice tersebut. Memprioritaskan atau memperhatikan kepentingan 

anak sebagai pelaku bahkan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak 

Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara 

manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Restorative justice merupakan 

upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. 

Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak 

terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. 

Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan 

upaya terakhir (ultimum remedium) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang 

terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina 

sebagaimana mestinya.  

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah diiringi 

dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia 

ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh 

 
9 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan (Semarang: Pustaka 
Magister, 2012). Hlm. 4-5. 
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horizonnya daripada yang dipertengkarkan orang.10 Selain itu, hendaknya prinsip the best interest of the 

children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum. 

4. KESIMPULAN 

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak 

berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah 

penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak 

hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak 

sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di 

masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi 

alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak 

dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Penggunaan kata anak 

dalam terminologi peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yakni hanya 

perkara anak saja. Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang 

menyangkut kepentingan anak, sehingga proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh badan atau institusi peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. 

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan 

hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang 

peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 

berganti menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. 

Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative 

justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama 

pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan 

kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Pada dasarnya, restorative justice 

melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam 

menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk 

mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, 

pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang 

berhak juga mendapatkan pemulihan kembali atau bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, 

bukan dengan cara melakukan pembalasan. 

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli 

dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah 

keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana 

modern saat ini. 

Eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak 

sebelum berlakunya UU SPPA secara praktik telah dikenal dalam masyarakat adat Indonesia dan telah 

menjadi tradisi untuk penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan atau berbasis musyawarah. Juga 

dikenal penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yaitu salah satu bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR). Begitupun secara 

regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU SPPA dalam proses penyelesaian 

perkara tindak pidana Anak, telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang 

Pidana meskipun tidak diatur secara tegas. 

Dalam sistem peradilan anak, penerapan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana anak memiliki makna penting dan menjadi dasar dalam RUU KUHP 

saat ini. Tujuan pemidanaan berubah dari sekadar menyelesaikan konflik yang dihasilkan oleh tindak 

 
10 Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983).hlm. 21. 
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pidana menjadi memulihkan keseimbangan dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat, serta 

memberikan perhatian pada korban. Keadilan restoratif, yang juga dikenal sebagai keadilan berbasis 

pikiran, melibatkan proses kolaboratif di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan harus bekerja 

sama untuk menyelesaikan masalah dan berkomitmen untuk memperbaiki melalui partisipasi mereka. 

Korban, anak-anak, dan masyarakat semuanya penting dalam proses ini. Pendekatan ini tidak hanya 

bergantung pada remediasi, rekonsiliasi, dan solusi yang menenangkan, tetapi juga sangat penting untuk 

membangun kembali hubungan setelah kejahatan, daripada memperlebar jarak antara pelaku, korban, 

dan masyarakat. Komunitas adalah inti dari sistem peradilan pidana modern saat ini. Melalui pengalihan 

sistem peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana remaja, penyelesaian perkara pidana anak akan 

dialihkan dari acara pidana ke acara peradilan pidana yang tidak adil modern saat ini. Melalui pengalihan 

sistem peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana remaja, penyelesaian perkara pidana anak akan 

dialihkan dari acara pidana ke acara peradilan pidana yang tidak adil. Pusat perhatiannya adalah 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversi 

merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. 
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